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PERATURAN DAFRAH KOTA MAGELANG

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18

()

b

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah Nomor 268 Tahun 1978 tentang Bangunan
Dan Perumahan Kotamadva Daerah Tingkat Il Magelang perlu

disesuaikan ;

hahwa uniuk melaksanakan maksud tersebut diatas dipandang
perlu untuk menvusun dan menetapkan kembali Perqmrﬂn
Dacrah Kota Magclang tentang Retmbusi [zin Mendinkan

Bangunan ;

Indang-Undang Nomor 17 Tahun lH?U tentang I’en!bcntul-:an
Du::ruh-dutfﬂh Kotr Keal dalam  Lingkungan Propinsi Juwa
‘Timur. Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidunuh (1. cmbaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
[ embaran Negara Nomor 3209);

[Tndang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah
dan ‘Rchtribu*si Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan [Lembaran Negara Nomor 3685) :

4 Undang-undang .
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4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan
Daerah  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839)

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penmbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah  (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848) -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
[.embaran Nepara Nomor 3692) -

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan [lﬂn' Bentuk
Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan
Presiden

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Ta_hun 19‘.9?
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

9. Keputusan Mentenn Dalam Negen Nomor 1'{5 Tullu11 1_997
tentang Tata Cara Pemenksaan dibidang Retribusi Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 T_ahup 1998
tentang  Ruang lLingkup dan Jenis-jenis  Retribusi Daerah
Tingkat [ dan Daerah Tingkat Il

11. Keputusan Menten Dalaum Negen Nomor 43 Tahun 'I 99? lenlang
.Siqtem Prosedur Administras Pajak Daerah, Retnibusi Daerah

dan Pendapatan [.ain-lain ;

Dengan Persetujuan
i
MEMU TUSKAN :

Min i _ : RAN DAERAH KOTA h‘iACELM\!G TENTANG
pkan Ei?:}:ﬂ‘ﬂ (ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAD 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam [eraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

2 Daerah adalah kota Magelang |

b. Pemenintah .
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g

h.

Pemenntah Dae
Yacrah adalah Pemenntah Kota Magelang ;

Walikota adalah Walikota Magelang -

Pciabat Yan
H i i g {iltliilillk :ld,-‘.lli.'l }1-' . ) . * -
Walikota 1 Pgjabat vang ditunjuk  olch

Lo Mamr:hmg dan  diben wewenang  untuk
enyvelesatkan masajyh Retnibust Daerah -
y T .

Retnbusi adalaly Retnibusy

Dacrahh menurut Undang-undang
Nomor

Daeral '8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi
aerah ;

Retribusi Penzinan Tertentu adalah Retribusi atas keglatan
lertentu Pemennitah Daerah dalam rungky pembenan  12n
kepada orang pribad: atau badan hukum. vang dimaksudkan
untuk pcmbinaan. pengaturan. pengendahian dan pengawasan
atas kegiatan pemantaatan  ruang. penggunaan sumber daya
alam_ barang prasarana. sarana atau tasithtas tertentu guna

mehndungr kepentingan  umum dan menjaga kelestanan
lingkungan :

Wanb  Retnibust  adalah orang pribadi atau  badan  yang
menurut peraturan perundang-undangan retnbusi diwajibkan
untub melabhukun pembayaran reinbus), termasuk pemungul
atau pemotong retnibusi tertentu :

Masa Retnbusi adalah suatu jangka waktu tertentu yvang
merupakan batas waktu bagr wapb retnbusi untuk
memantaatkan jasa  dan penjinan tertentu dan [’emerintah
Dacrah vang bersangkutan :

Surat Ketetapan Retribusi  Daerah  yang dapat disingkat
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah retnibusi vang erutang .

Qurat Pemberitahuan Retribust Dacrah vang dapat disingkat
SPIRD adalah sural Yang digunakan oleh  Wapb Retnbus
untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang

menurul Peraluran Retnbus .

Surat lagihan Retnbusi Daerah vang dapat disingkat STRD
:1{1"“1'] <urat untuk melakukan tagihan retnbusi dan atau sanksi

administras) berupa bunga dan atau denda ;

Surat Setoran Retnbust Daerah  vang dr“PRI dif-:iﬂﬂki?i SSRD
adalah surat vang digunakan olch \H':ljlb Rf_:mbusr untuk
melakukan pembayaran alau penyetoran I‘C!nl.'-u.*-:l F'Hng. terutang
ke Kas Dacrah atau ke tempat pembayaran lain vang ditetapkan

oleh W’uliktllu :

m. Surat .., .

Scanned by TapScanner




m. Surat Ketetapan

1.

i,

sclang + il Retribus; Daerah Lebih Bayar yang
;“ tﬂjlllﬂfﬂ dl-"flngknl SKRDIB adalah Surat Keputusan yang
ehentukan jumlah kelebihan Pembayaran retribusi karena

jUI“lll&h krcdll'rctrihusi lebih besar daripada retribusi  yang
lerutang atau tidak seha usnya terutang |

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bavar Tambahan
yang selanjulnyy disingkal SKRDKBT adalah Sural Kepulusan
vang mﬂnuntukan tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang
tclah ditctapkan -

Perhitungan Retribusi Naerah adalah perincian  besarnya
retribusi vang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok
rctribusi, bunga. kckurangan pcmbavyaran retribusi, kelebthan
Pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi :

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang
harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuar dengan SKRD dan
STRD ke Kus Daeruah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan
batas waktu vang telah ditentukan ;

Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama
wapb relnbusi vang lercantum pada STRD, SKRDKRB atau

SKRDKRBT vang belum kedaluwarsa dan retribust lainnya yang
masth tcrutang .

Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-
bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dan
bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan .

Mendinkan Bangunan adalah  pekerjaan  mengadakan
bangunan  scluruhnya  atau sebagian termasuk pekerjaan
menggall. menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan
dengan pekerjaan mengadakan bangunan |

Garts  Sempadan adalah gans khayal yvang ditarik pada jarak
tertentu sejajar dengan as jalan , as sungai atau as pagar yang
merupakan batas antara bagian kapling/pekarangan vang boleh
dan vang tidak boleh dibangun bangunan-bangunan -

Kocfisiecn Dasar Bangunan ﬂfi:llah bilangan pokok atas
perbandingan antara luas lantar dasar bangunan dengan luas
kapling pekarangan.

Koelisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas
perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas
kapling/pekarangail .

Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari

]h:rrnuhuun fanah sampal dungun bbk leratas dan hungunun

tersebut ;

X. Bangunan
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X. Bangunan * _
Permanen adalah bangunan yang ditinjau dar seg

konstruk s
I dan umur bangunan dinvatakan lebih dari 15 (hima
relas) tahun - :

Y. DBangunan Semj pe g4 :

il N Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dan

< hu » .. : - _ . i

=t Konstrukst - dan umuy bangunan dinvatakan 5 (lima)
sampai dengan 15 (jna belas) tahun

= Eunguua_ml Lemporer adalah bangunan yang dilinjau dari segi
I ‘;}”““Ukﬁl dan umu; bangunan dinvatakan kurang dari 5 (lima)
dnun

au. HI"L?’_'H Bangunan adalyh harga bangunun menurul perhilungan
“““]"_-“;“ vang telah  diperiksa  kebenarannya oleh Instans
tcknis vane ditunjuk Walikota .

bb. -':ﬂlﬂﬂ Protokol Utama adalah jalan dengan lebar badan jalan
tidak kurang dan & (delapan) meter -

cc. Jalan Kolcktor adalah jalan dengan Icbar badan jalan tidak
kurang dan 7 (tujuh) meter :

dd. Jalan Antar Lingkungan adalah jalan dengan lebar badan
jalan tidak kurang dan 3 (tiga) meter ,

BAB Il
MARKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Membenkan dasar hukum bag pelaksanaan pemungutan

Retribust Izin Mendinkan  Bangunan  agar  sesuar  dengan

ketentuan vang berlaku ;

Mcmberikan dasar hukum untuk pemungutan rcinbust  agar

-
W satu sumber Pendapatan Ash Daerah Sendin

menjadi salah
(PADS) -

(3) Mcmbcrikan dasar hukum bagi pcmbangunan dan pcngawasan
Retribusi Izin Mendirikan Dangunan agar pelaksanaannya

dapat berjalan dengan lancar dan terkendal.

BARB Il
NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Dengan Nama Retribust [zin Mendinkan Bangunan, dipungut
' bagi sctiap orang atau badan hukum vyang

Retribusi _ |
pelayanan 1zin mendinkan bangunan

mendapatkan

(2) Subyek
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(2) Subyek Retribys; adalah orang pribadi atau badan hukum yang

men 0 171 =
iperoleh izin mendirikan bangunan :

(3) Sb}ﬂl{ Retnbusi adalah kcgiatan pemberian 1zin mendirikan
angunan kepada orang pribadi atau badan hukum ;

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

(1) Retribusi  Izin  Mecndirikan  Bangunan termasuk  golongan
Retribust Penizinan Tertentu ;

(2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Magelang.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 3

Tingkat penggunaan sin mendirikan bangunan didasarkan atas
koehsien kelas jalun. guna  bangunan. kelas bangunan.  status

baneunan., luas bangunan, tingkat bangunan dan harga bangunan.

BAB VI

. Ve r 1§ " . ‘\T
S[P Y ANG DIANUT DALAM PENETAPA
a— BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6
dianut dalam penctapan tant retnibust 12zin mendinkan

kan pada tujuan untuk menutup sebagian atau
penyelenggaraun pembenan 12m mendinkan

Prinsip vang
bancunan didasar
suma  dengan buayd

bangunan .

BAB VII .....
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BAB VII
STRUKTU
RUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Biavaizin mendirikan bangunan terdiri dari :

a. Biava formulir pendaftaran scbesar Rp.1.000.-  (seribu
rupiah )

b. Biava pemeriksaan gambar / koreksi gambar yang meliputi

konstruksi dan arsitektur sebesar 0.05 % dan - mla
bangunan :

¢. Biaya pengawasan sebesar 0.05 % dari nilai bangunan.
d. Biaya sempadan ditetapkan sebesar 1 %o dan nilar bangunan

(2) Nilai bangunan scbagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal
ini adalah hasil perkalian antara kocfisicn kota’ dacrah,
koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas
bangunan, koefisiecn tingkat bangunan. koefisien status
bangunan, koefisien luas bangunan dengan harga bangunan
vang telah distandardisasikan dengan Keputusan Walikota

(3) Besarnya harga standar bangunan ditentukan oleh Walikota -

(4) Penetapan koctisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada
gval (2) Pasal mm lercanlum pada Lampiran yang merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini |

Pasal 8

Balik nama alas in mendirikan bangunan dikenakan retribusi
sebesar 10 %o (sepuluh per seratus) dan besamya retnibusi yang

bersangkutan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSL, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN
| SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 9

(1) Masa retribus! adalah suatu jangka waktu tertentu yang
o lamanvd dilumpkiiﬂ Hlﬂh “Hhkﬂlﬂ ¢

iiiii
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(2) Retnbug; ter :
7 Utang terjadi S i 5
mendirikan bangunan ) pada saat diberikannya izin

Pasal 10
(1) Setiap waiib retribusi wajib menaisi SPTRD -

(2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini harus

d”f_"_' JE“EFH jlula&;_ benar dan lengkap serta ditandatangani oleh
wanb retribusi atau kuasanva -

(3) Bentuk. 1s1 dan tata cara pengisian serta pengembalian SPTRD
ditetapkan oleh Walk ot

BAB IX
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan
SKRD .

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi
sebagaimana mestinva, maka diterbitkan SKRD karena jabatan ;

(3) Bentuk, 11 SKRI) sehagmmana dimaksud pada ayal (2) Pasal
ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan
atau data vang <emula bclum tcrungkap schingga menycbabkan
penambahﬁn jumlah retribust vang terutang, maka dikeluarkan

SKRD tambahan.
BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat
ditunjuk  sesual waktu vang ditentukan dengan
gKRD. SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan -

(1) Pembayaran
lain  yang
menggunakan

(2) Dalam .

 —— e —
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i
(<) Dﬂlsmhhal_ P‘:mbﬂ}'qran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,
maka hasil  penermaan Retribusi sebagaimana diatur dalam

Pﬂsa_l 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas
Daerah selambat-lambatnva | x 24 jam ;.

(3) Apabila pembavaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu
yang ditentukan scbagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal
m. maka dikenakan sanksi administrast berupa bunga sebesur
2 % (dua per seratus) setiap bulan dengan menerbitkan STRD |

Pasal 14

(1) Pembavaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas ;

(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kcpada
wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam
jangka  waktu tertentu dengan alasan yang  dapat
dipertanggungjawabkan ,

(3) Tata cara pembavaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pasal im ditetapkan oleh Walikota .

(4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib
retribusi untuk menunda pembavaran Retnbusi sampar  balas
waktu  vang ditentukan dengan  alasan  vang dapat
dipertanggungjawabkan

Pasal 15

(1) Sctiap pcmbayaran Rcu.-ibur.s:i baik mclalu_i Kﬂ_ﬁ Dacrah maupun
di tempat lain yang ditunjuk harus dibenkan tanda bukt
pcmhﬂ_'v'ﬂlen

(2) Sctiap pcmbayaran dicatat dalam buku pcnerimaan .

(3) Bentuk, isi. kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran
Retribusi ditetapkan oleh Walikota

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Pengeluaran sural teguran/penngatan/surat lain yang sejenis
scbagai awal nundakan pclnkm.maan penagihan Retribusi
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatul lempo

pembayaran .

(2) Dalam
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(2) Dalam - ok - .
langka wakty 7 (tujuh) han setelah tanggal surat

leguran/pen i - . 2 : :
EI P nn_'im‘“_“-‘%ural lain vang sejenis, wajib retribusi harus
melunast retnbusinyg vang terutang

(3) Z_UTL“ leguran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal m
ikeluarkan olels Pejabat vang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk  tormulir vang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan Retnibust sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1)
Peraturan Dacrah ini dilelapkan oleh Walikota,

BAD XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal IR

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pcmbebasan Retribust

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1) DPasal 1ni
ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN,PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
\TAU PENGURANGAN SANKSTADMINISTRASI

Pasal 19

etribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan
IR1) vang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan
g-undangun Retnibusi Daeruh -

(1) Wajib R
SKRD dan S
tuhs, kesalahan
Peraturan Perundan

(2) Wajib Retribus! dapat mengajukan permohonan pengurangan

T pcnghapusan sankst admimstrasi berupa bunga  dan
Lenaikan Retrnbus! yang terutang {Ju]ﬂl.n hal sanksi tersebut
dikarenakan kekhilafan wa)ib Retribusi atau bukan karena

kesalahannya .

(3) Wajib .
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(3) Wajib Retribus; dapat mengajukan permohonan pengurangan
atau pembatalan Ketetapan Retribusi vang tidak benar :
(4)

Pﬂn’ﬂﬂhf}ﬂﬂﬂ pcmbetulan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal i, pengurangan ketetapan. penghapusan atad
pengurangan sanksi admimstrasi sebapaimana dimaksud pada
avat (2) Pasal 1 dan pembatalan secbagaimana dimaksud pada
ayal (3) Pasal disumpatkan  secara  lertuhis oleh wanb
Retribusi kepada Walikota atau Pejabat vang ditunjuk paling
lama 30 (tiga puluh) hari scjak tanggal ditcrima SKRD dan
STRD dengan memberikan alasan vang jelas dan meyakinkan
untuk mendukung permohonannya ;

(3) Keputusan atas permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang

ditumuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
diterima ;

(6) Apuabila setelah lewal 3 (lga) bulan scbagaimana dimuk:fud
pada avat (5) Pasal int Walikota atau Pejabat yang ditunyuk
tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan,
pengurangan ketetapan. penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 20

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Kkeberatan hanya kepada
" Walikota atau Pejabat  vang ditunjuk atas SKRD atau
dokuman lain yang dipersamakan :

(2) Permohonan keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

"~ pasal i harus disampaikan secara tertulis , paling lama 2
(dus) bulan sejuk  Langpal SKRD diterbitkan dengan alasan
vang |elas, lecuali apabila wapb Retribusi dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karcna kcadaan
diluar kekuasaannya .

(3) DPengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
Pasal ini tidak mcnunda kft\%’ﬂ_llb&ﬂ mcmbayar Retribusi dan
pelaksanaan pcnagihan Retnibusi ;

(4) Walikota .,
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(4) Walikota atay Pejabat
(enam) bulan sejr;l-:_
membert keputusap

vang ditunjuk dalam jangka waktu 6
tanggal surat keberatan ditenma harus
atas keberatan yang diajukan .
(2) Apabllg Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
Pasal 1 telaly lewat dan Walikota tidak  membenn  suatu
Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAE XV
PENGEMBAILIAN KELLEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kelebihan
pembayaran Retribusi kepada Walikota .

(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk c%alam jangka w_alctu
paling lama 6 (enam) bulan s¢jak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Retribust sebagam'mn:_i
dimak sud pada ayal (1) Pasal int harus membenkan kepulusan ;

| ‘i s o
(3) Apabila jangka waktu scl?mgmman? fjlmakbpd Fadn u;at_ éh)
Pasal ini tclah dilampau dan ;’u?hkr.ﬂa h(}ljak mcm,fr}blni
' embayaran retr
keputusan, permohonan pengem allan p ayaran
difnggap dikabulkan dan SKRDLKRB harus diterbitkan dalam
iannf:; waktu paling lama | (satu) bulan |
4 _A ;bila wajib retribusi mempunyai utang rctri_busi lainnva,

& kﬂ-bihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
:.;: (1) Pasal i langsung diperhitungkan untuk melunasi
ay: ' = . . .

[t;rlt:hih dahulu utang retribust lersebut |
: AVl tribusi  sebagaimana dimaksud
mbalian  pembayaran TEUDE |

) Pen??l]]l;)]?qﬂl i dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
?33,1) bulan sejak diterbitkannva SKRDIB

: -elebi bayaran  retribusi
. noembalian  kelebthan pembal _
(6) A_p“b‘lﬂ P:-;%h lcwat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota
dl]nkuka‘i SC i,‘ubaiaﬂ bunga sebesar 2% (dua per seratus)
mimlbcnatil; |- eterlambatan pembayaran kelebithan pembayaran
sebulan al

retribust.

BAB XVI .. ..
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BAB XVI
KEDALUWARSA

Pasal 22
(1) Hak untuk  melakukan penagihan  retribusi.  kedaluwarsa
setelah melampau, jangka waktu 3 (uga) tahun sejak  saat

terulangnva retrnibusi.  kecuali  apabila  wajib  retribusi
melakukan tndak prdana dibidang retnbusi

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila

a. Ihterbitkan surat teguran_ atau

b. Ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung
maupun tdak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Wajib Rctribusi yvang tidak mclaksanakan‘ kcwajibannya
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana L:urungaq
paling lama O (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat)

kal jumlah retnibusi yang terutang .
(2) Tindak Piduna sebaguimana dimaksud ayat (1) Pasal im adalab
pelanggaran.

(3) Ketentuan pidana dalam pasal 1m tidak menghapus ketentuan
2 J pidans cebagaimana dialur dulam Peratluran Daerah (enlang

Bangunan dan IMB.
BADB XVIII

PENYIDIKAN
Pasal 24

(1) Pejubal Pegawal Negen Sipil lertentu dy linglfungun Pemenntah

"7 aerah diberi wewenang L:husu:%a sabuga_u Pcll}‘ldlk urntuk.
melakukan penyidikan nndak pidana di bidang rc1]:|b1151
cehagaimana dimaksud dalam l}ndang-undﬂng Nomor 8 Tahun
11‘;‘81' tentang Hukum Acara idana .

(2) Wewenang penvidik schagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah

a. mcncrima

iiiii
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A menen'm ar it cterangarn
d, lTiﬁHCdl‘l, mcngumpulkan dElII mﬂﬂcllll k ter
atau ]ﬂ]’l-l')ran

hcrken g - ] ; , ;
retribus; aan dengan tindak pidana di bidang

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap dan jelag - 5

b. menelit CAT i
wenehtl, mencar; dan mengumpulkan keterangan mengenati

orang  pribadi atau badan hukum tentang kebenaran

Pf“b““l”” vang dilukukan sehubungan dengan tindak pidana
di bidang retribus; -

meminta - keterangan  dan bahan bukti dari orang pribadi

ﬂ'{ﬂll badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di
bidang retribus;j -

d. memeriksa  buku-buku, catatan-catatan dan dokumcn-

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
retribusi ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bah_au bukti
pembukuan. pencatatan dan dokumen-dokumen lain. serta
melakukan penvitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan indak prdana di bidang retnbust ;
o menvuruh berhentt  melarang  seseorang meninggalkan

ruangan  atau tempal pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan  memertksa identitas  orang dan atau
dokumen sebagaimana dimaksud pada hurut e :

h. mecmotret  scscorang  yang berkaitan  dengan  tindak
pidana retribusi ;

i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
| diperiksa sebagai tersangka atau saksi

J. menghentikan penyidikan :
I melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

avidikan tindak pidana  di bidang retribusi menurut
E:k-um vang dapal dipertanggung jawabkan.

= dk 5cbagﬂj|llﬂnu di“]ﬂkﬁﬂd pddd ﬂ}’ﬂl (l) Pﬂﬁﬂ] IIH
(3) Penwt l't hukan dimulamya penvidikan dan menvampaikan
membenta Snva kepada  penuntul umum, sesuar dengan

diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
Lum Acara Pidana.

hasil  penyidika
ketentuan vang
1981 tentang Hu

BAB XIX .....
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BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

ﬂjC”gC“"' TCL’_‘ﬂi’i pclaksanaannya diatur Ichih lanjut  dengan
Keputusan Walikota.

Pasal 206

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat IT Magelang Nomor 268 Tahun 1978
tentang  Bangunan dan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat |
Magelang dinvatakan tidak berlaku lagi

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supava sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam
[.embaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang
pada tanggal ¢/ Jul, 2200

WAILIKOTA MAGELANG

\f@mz-

H. FAHRIYANTO

o . NG
‘EXRETARIS pDAFRAH KOTAR MAGELA

- 3ELANG
‘MBaran parrAn KOTA RAI 1

Foiias |
‘:?:1"‘” 2000 NOMOR 19
‘1 8 nO.6
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PENJEIASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 13 TAIIUN 2000

TENTANG

RETRIBUSIE IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PENJELASAN UMUM

Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan dacrah, agar daerah
dapat melaksanakan otonominva vaitu mampu mengatur dan mengurus rumah

angganva sendin. disamping penerimaan vang berasal dani Pemernintah berupa
subsidi/bantuan | bagr hasil pajak dun bukan pajak.

Sumber pendapatan dacrah terscbut diharapkan menjadi sumbcr pc_mblay;lan
nenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah . untuk meningkatkan
dan meratakan kesejahteraan masyarakat

Dencan dikeluarkannva Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang
Pajak Da-:;ah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan pe_dmnan ln;t:h_uukrfmlaan dan
arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungulan pajak dan retnbusi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut , maka sesuai dengan _Undnng-undung
rerschut pc1"hl mengatur tentang  pungutan Rectribusi Izin Mendinkan  Bangunan

di Kota Magelang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

| PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal | . Pasal i memual pengertiup istilah - yang dipcrg,unuk:an
dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian
istilah tersebut dimaksudkan u*fltuk mencegah Tlﬂ"fhlllnﬁia
salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami _dan
mclaksanakan pasal-pasal yang  bersangkutan sch!ngga
batk warga masyarakat maupun apgrurur dalam menjalan-
l-;un hak dan kewanban dapat le1‘311!&:1 dengan Iancar. dunl
dapat dicapai tertib administrast  pemungutan Retribusi

Duerih

Cukup jelas

Scanned by TapScanner



LANMPI RAN : Peraturmn Dacrah Kota Magelang

MNomor
Tanggzi
1 hﬂeﬁtlen lLetak Bangunan (K1, B)
i
NO LET, ]
e e e +L I_}h - l,\.:\_‘{,’l N \N '| KOEFISIEN

s | Bangunan dipingenr jalay p rolokol - - - e e
| ;H Sangnan diprgen ml&m Aten | 1:;'"_ i
‘; 1 r ";_u"lbl”h"] l.h 1l“t'|t{” ‘]zl ol }‘-s.l._ll[ ;Inr - i 1 l“ ___:
I" 4 1 dangarkm nneenr jalan [Lokal HLHI mbkungz_u_l_ _| '_ 10
l_ j._ | Hﬂlu'llﬂil]l til LI’IH;__:E_‘II‘J alan | l_Hg]— IHL.:!]H 1 I:['"]_ - -
| 6 _1 Banguran ndak ditepn jajan o - L 095

2. Koefisien Guna Bangunan (KGB)

— —— — - . e o o _ s - |
NO GUNA BANGUNAN | KOEFISIEN |
l.-—-l—-—'h"—"""—-' T S =Y e T e ———————————— = _,__1

1 | Banguwan I’LILI u_iul;l__‘m th Jasa | 10 -
-2 Banguman Pemndustnan | | _Los_ ,
3| Bangunan Penmulan - I—- - oo

4 | Bangunan hLIL‘*nlb.J,E,:mn. ix'mlnl ] Sl 0,95 e
T ' (.90

D Banguran Liam - N S N et

6 | Bangunan | uuluhk;m - R . —
7 | Bangunan Kinsus - | L 085 '_'—"ir' !

§. | Bangumaun Carmpuran . | 1'{ ht‘f—'h““f“ B: "Ll”‘“” I .
[0 | Reres T | (0,80 |

O |BampguwsanSosiad o L ]
10 | Bangwan Lawelan e el S

3. Koefisien Klasifikasi Bnnf-'.“"“" “‘}"B} o

O— |
B [ 0) H‘ .
N{J I hL ASIE le"s S B '\\“ 1UIN "‘N ; - h - !
Y v 0,90 |
D lB_Luﬁlmnm..chHuum e -——]:——-- - —————— 0% - ——————
|2, | Dangzurrn Biasa:  ____ ————y— 1 00 i
| 3| Bangunan Sedag -

*l__ nﬂll_,ll”-.ﬂl P‘:ll"‘- _ e ———— I I“

3 | LUIEJ.IFLUI wunuum 1ll S S -1 = =
L_,f‘; Bangurnan Mewah e e i

13)

1 Kuaﬁmen Benluk Bangunah “"B I e
e = I\ULHHH N |
NO | BENTUK BANGUN \iﬁ___,-_ .

] l 0. 2 {_h:l."l;_-j..”l‘l--l'-..i."”l“uE_ — '—"T _— e ———— - ” ‘P}-“ SEE R S
,._____-___! IL.IJIH,U.EI:UI- : __ e — e l I'H"' a ‘
2. | Banguigun LIBEISEL__ —— === 0 g0
--__9_ Tll!“ﬁ_‘n"lﬂ“l I;'I“l]l]' e T . I 'I []ql T l

-1 Rl 13: Hq:lllh'lﬂ Persegd i ___l -

: o ‘I_I III l“

E J Bangunan Ihll:ll ‘*‘-“-*“?:‘m I“L—L = eSS

5 Koefisien

= e (. e il e s

Scanned by TapScanner



r"

T —== B |
l{nfﬁ”‘im Status Bangunan (KSR
"
; ST AT B AN | ' |
NO. | FATUS BANGUNAN | I*"HIJII |
e ——————— e e e——— e e —————————
;"’T_'T ATTATIRTY l*LmLmﬂ 1 | 1 nu !
| S : : — ey ey
i'L __:;,.i Ll.m:llihlll DWW la o I |~EJ  amaeeoa

Koefisien Luas Lantai Bangunan (KLLB)

0.
— 1 | T |
| NO | KLASIFIKASI BANGUNAN | KOEFISIEN |
= l e |
| 1 l]u“lt.IULU* ‘qlLlh Al 'llt LS 1 ”ll[ “ 1”'} ."'1 - ' - l;”“ - - —*‘II
=l | Hanguen - Ln.; 1 l i 20| lle ‘~[ | 1,10 _i
- : b -

| 3 | tulr-'h'-ﬂt-l“iiUl,..dll hl.lr Lardzn 401 GO0 N - | 1,20 —
f—1" R o ( |
4 | Banowiau dengan huas lantm 601 — 800 M N l[ ) 1,30 .
% | - A () |
C5. | Banzmeu dengan luas Lndar 801 - 1. 000 N - . 40

- <0
| 6 | lhu'.f"'f.umlniul san luas lantan 1001 — 1 500 '\I | B 1.6_1 ]
e S— 'i 1
[_‘? i Baneunan dengan luas lanta diatas 1.S00M - | I 1L S—

1 Koefisien Tingkat Bangunan (KTB)
B, - - —_— e —
- | i B—— |
o S | - . TN
Lx,n ) | KLASIFIKASI BANGUNAN | KOEFISEEN |
. RS TP T S ] ]
| 1. l B.ugum** | lartan —— 1 - o q{ _!
\ l | Bangunan 2 lagin o S 0. ““ |
'-l. | ﬂd“n]uul]] 3 ot ke “tl“ _ _ ——— : '
LB N KGB X KEBXKBBXESE u.i.i.ﬂ.\k B

* Koefisien ( K. ) | it
) Marga Bengunan (HB) = luas

N Nl Pangunan ( NB) =
11 SKRD IMB

mta bangunan (LLB) X stindar harga bangunan

Al | 3
(A .'}

N HB |
=Rp. 11.000 (1.1 % XNB)

WALIKOTA MAGELANG

\ e E

H. FAHRIYANTO

Scanned by TapScanner



